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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) diberlakukan sejak 31 Desember 2015,
MEA merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN sebagai pasar dan
basis produksi tungga. Penerapannya akan terwujud dalam tiga bentuk yaitu
terjadinya: 1) aliran bebas barang/jasa, 2) aliran bebas investasi dan 3) aliran
bebas tenaga kerja terampil atau profesional. Dengan kata lain, barang dan jasa,
investasi, serta tenaga kerja terampil akan bebas bergerak dan mengalir diantara
negara-negara ASEAN, antara lain melalui pembebasan tarif bea masuk,
kemudahan perizinan, dan pembebasan visa kerja. Hal ini akan menjadi peluang
sekaligus tantangan. Dengan permisalan selaku pekerja profesional sebagai
Desainer atau Pembuat pola, Kita harus siap bersaing dengan para Desainer atau
Pembuat pola lain dari negara-negara ASEAN untuk mendapatkan pekerjaan atau

klien yang sama.

Sementara dari sisi kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan
laporan World Economic Forum (WEF) yang dirilis rabu (13/9/17). Dalam
laporan yang berjudul Global Human Report 2017, yang mengkaji kualitas SDM
di 130 negara berdasarkan sejumlah indikator yang dipakai, Indonesia berada di

urutan ke-65.



Indeks Sumber Daya Manusia 2017
World Economic Forum memben perngiat paca 130 negara tentang seborapa bak mereka mengoembangan sumber daya manusia mereka dalam skala
vl 0 (terburuk) sampal 100 (lerbask) melaiut empat subindeks.
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Gambar 1.1. Indeks Sumber Daya Manusia 2017

Namun, secara rata-rata kualitas SDM di Indonesia masih berada di bawah
negara ASEAN lainnya, seperti Singapura (11), Malaysia (33), Thailand (40), dan
Filipina (50). Laporan itu memotret seberapa berkualitas SDM di tiap negara.

(Adiyanto, 2017)

Dalam rangka mendukung perekonomian nasional dan perluasan
kesempatan kerja melaui peningkatan investasi, Presiden Joko Widodo telah
menandatangani peraturan presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang
penggunaan Tenga Kerja Asing (TKA) pada awal April 2018. (Katadata, 2018)
Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan aliran investasi asing ke Indonesia dan
mempermudah izin TKA di Indonesia. Menurut data Direktorat PPTKA

jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia mencapai 85.974 pekerja. Angka

tersebut meningkat 6,97% dari tahun sebelumnya. Berikut adalah bagan data
Direktorat PPTKA jumlah Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

berdasarkan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia


https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/20/2016-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-meningkat
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Gambar 1.2. TKA di Indonesia Menurut IMTA (2007-2017)

Seiring semakin meningkatnya persaingan antar bangsa, untuk itu kualitas
tenaga kerja Indonesia perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan tenaga
kerja asing. Peningkatan kualitas tenaga kerja merupakan beban sekolah,
perguruan tinggi serta lembaga pemerintahan yang bertugas mempersiapkan calon
tenaga Kkerja, harus mengupayakan untuk menciptakan lulusan terbaik, agar
didalam dunia kerja mereka mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang
sesuai. Dalam rangka itu, maka Program Studi Pendidikan Tata Busana
Universitas Negeri Jakarta, untuk menciptakan sumberdaya manusia yang mampu
bersaing dengan regional, nasional maupun internasional adalah dengan
memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada para mahasiswa baik secara teori
maupun praktik serta pengenalan pada dunia kerja melalui program Praktik Kerja

Lapangan (PKL).

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan kurikuler yang harus
ditempuh oleh mahasiswa Pendidikan Vokasional Desain Fashion. PKL
dilaksanakan di luar kampus yakni di perusahaan atau industri yang relevan
dengan program studi Pendidikan Vokasional Desain Fashion, diantaranya: 1)

rumah mode , 2) garmen, 3) tailor dan attelier, 4) stasiun TV dan producion



house, 5) media masa, 6) tempat dan bidang pekerjaan lainnya yang
relevan.(Teknik, 2015:10). Dengan mengikuti kegiatan PKL mahasiswa
diharapkan mampu mengabdikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama
perkuliahan. Secara tidak langsung program PKL membuat mahasiswa mampu
menuangkan teori yang mereka dapat di bangku perkuliahan dengan kenyataan
didunia kerja, hal ini tentu bisa meningkatkan kemampuan manajerial mahasiswa
dalam menghadapi persoalan yang ada. PKL dilakukan apabila mahasiswa
program S1 Pendidikan Vokasional Desain Fashion telah mengikuti perkuliahan
selama 5 semester atau telah menempuh 100 SKS. PKL diberi bobot 4 SKS
dengan ketentuan minimal 340 jam, dalam pelaksanaan PKL disesuaikan dengan
sistem perkuliahan di kampus dan jam/waktu ketersediaan perusahaan/industri.

(Teknik, 2015:1)

Program Studi Pendidikan Tata Busana Universitas Negeri Jakarta sudah
menyiapkan itu dengan adanya kualifikasi sarjana pendidikan yang di didik untuk
menjadi calon tenaga kerja. Dalam buku kurikulum 2013 Program Studi S1
Vokasional Desain Fashion diharapkan bekerja sebagai berikut: 1) Tenaga
pendidik bidang busana di SMP dan SMK/Sekolah Menengah Kejuruan,
Madrasah Aliyah (MA) dan pendidikan keterampilan Tata Busana yang
professional, 2) Pengelola kursus di bidang Tata Busana, 3) Pengelola butik dan
rumah mode, 4) Wirausaha di bidang Tata Busana, 5) Fashion Stylist, 6) Fashion

Designer. (Wesnina et al., 2017:2)

Berdasarkan hasil laporan PKL yang sudah dilakukan, diketahui bahwa ada
beberapa hal yang menghambat selama proses PKL berlangsung salah satunya

adalah kurangnya bimbingan dari perusahaan bagi mahasiswa untuk mendapatkan



wawasan. Maka dari itu, perlu adanya sebuah penelitian mengenai evaluasi PKL
secara keseluruhan. Peneliti akan mengevaluasi tujuan khusus PKL yang sudah
ditetapkan oleh Program studi dengan kenyataan yang terjadi pada
perusahaan/industri tempat mahasiswa melakukan PKL, peneliti memfokuskan
penelitian ini pada proses program PKL berdasarkan tujuan khusus, yang selama
ini memang belum pernah dilakukan oleh manajemen Pendidikan Vokasional
Desain Fashion Universitas Negeri Jakarta. Hasil dari evaluasi ini dapat dijadikan
sebagai rekomendasi bagi program PKL, supaya lebih baik dan sesuai dengan
kebutuhan dunia pendidikan pada perusahaan/industri.

1.2. Fokus Penelitian

Evaluasi Program PKL Bidang Busana berdasarkan Tujuan Khusus.

1.3. Sub Fokus Penelitian

1) Memperoleh pengalaman bekerja yang sebenarnya di perusahaan/industry,

2) Menerapkan teori dan keterampilan yang telah dipelajari di program studi,

3) Memantapkan disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas,

4) Memperluas wawasan sebagai calon tenaga kerja perusahaan/industry,

5) Mengenal tipe-tipe organisasi, manajemen dan operasi perusahaan/industri

serta proses kerjanya,

6) Memperoleh umpan balik dari perusahaan/industri untuk pemantapan dan

pengembangan kurikulum di program studi



1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengalaman bekerja yang sebenarnya di perusahaan
/industry,

2. Untuk mengetahui penerapkan teori dan keterampilan yang telah dipelajari
di program studi,

3. Untuk mengetahui pemantapkan disiplin dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas,

4. Untuk mengetahui wawasan sebagai calon tenaga kerja perusahaan
/industry,

5. Untuk mengetahui tipe-tipe organisasi, manajemen dan operasi perusahaan
/industri serta proses kerjanya,

6. Untuk mengetahui umpan balik dari perusahaan/industri untuk pemantapan

dan pengembangan kurikulum di program studi

1.5. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perguruan tinggi atau
akademi untuk perbaikan pelaksanaan Program PKL di masa yang akan
datang.

2. Dapat dijadikan rekomendasi guna menyusun kebijakan-kebijakan dalam
upaya menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui pelaksanaan program
PKL pada periode selanjutnya.

3. Agar dapat menjalin kerjasama yang lebih baik melalui kesepakatan dengan

perusahaan/industri.



